BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR |7 TAHUN 2013

TENTANG

STANDARDISASI INDEKS KHUSUS HONORARIUM BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan
Penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang
Tahun 2013 perlu diberikan honorarium;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Stadardisasi Indeks Khusus Honorarium Badan Penyelenggara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan

10.

11,

12.

13;

14,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat I Magelang
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke
Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang
Standar Biaya Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 2 1).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISAS] INDEKS
KHUSUS HONORARIUM BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN
2013.



Pasal 1

Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Badan Penyelenggara Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, ditetapkan sebagai berikut:

a. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Komisi Pemilihan Umum dan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang:
1. Ketua Rp. 3.500.000,-
2. Anggota Rp. 2.800.000,-

b. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang:

1. Sekretaris Rp. 1.000.000,-
2. Kasubag Rp. 750.000,-
3. Bendahara Rp. 500.000,-
4. Pelaksana Rp. 400.000,-
5. Tenaga Pendukung Rp. 300.000,-

c. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Magelang:

1. Kepala Sekretariat Rp. 750.000,-

2. Bendahara Rp. 500.000,-

3. Staf Sekretariat Rp. 400.000,-
d. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan:

1. Ketua Rp. 1.200.000,-

2. Anggota Rp. 950.000,-

e. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan:
1. Ketua . Rp. 1.200.000,-

2. Anggota Rp. 950.000,-

f. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan
Kecamatan:

1. Sekretaris Rp. 450.000,-
2. Bendahara Pembantu Rp. 350.000,-
3. Staf Sekretariat Rp.  250.000,-

g. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan:

1. Kepala Sekretariat Rp. 450.000,-

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 300.000,-

3. Staf Sekretariat Rp. 150.000,-
h. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Panitia Pemungutan Suara:

1. Ketua Rp. 450.000,-

2. Anggota Rp. 400.000,-
i. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara:

1. Ketua Rp. 275.000,-

2. Anggota Rp. 225.000,-
J. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara:

1. Sekretaris Rp. 250.000,-

2. Staf Sekretariat Rp. 200.000,-
k. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Pengawas Pemilu Lapangan:

- Pengawas Pemilu Lapangan Rp. 450.000,-

l. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih:
- Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Rp. 300.000,-



Pasal 2

Standardisasi Indeks Khusus Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan batas biaya tertinggi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013.
Agar setiap orang mengetahuinYa, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 2l Okfoéer 2013

BUPATI MAGELANG,
B o )

SINGGIH SANYOTO \%

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal a1t Offoeor 2013

Plt. SEKRETARIS DAE KABUPATEN MAGELANG,
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUNG TRIJAYA
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